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BAB II 
[bookmark: _bookmark17]KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN

2.1.  Deskripsi Teori
2.1.1. Pengertian Kepala Sekolah
Kata kepala sekolah terdiri dari kata kepala dan sekolah. Kata kepala dapat di artikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga, sedangkan sekolah adalah lembaga yang menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran (kamusbesar.com). Kepala sekolah dapat di definisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran (Rosalina, 2012). Kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan proses belajar mengajar (Basri, 2014 :p.84). 
Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan sekolah harus memfungsikan perannya secara maksimal dan mampu memimpin sekolah dengan bijak, terarah serta mengarah kepada pencapaian tujuan yang maksimal demi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah,  oleh karena itu kepala sekolah harus mempunyai wawsan, keahlian manajerial, karisma kepemimpinan, pengetahuan yang luas tentang tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah. Kemampuan yang dimiliki seperti itu kepala sekolah tentu saja akan mampu mengantarkan dan membimbing segala komponen yang ada di sekolahnya dengan baik dan efektif menuju kearah cita-cita sekolah (Munir, 2008:7). Ramdan menyatakan bahwa kepala sekolah adalah  seorang guru  yang  diangkat  untuk menduduki jabatan stuktural di sekolah (Rahaman, 2006:p.106).
Kepemimpinana kepala sekolah sekolah adalah kemampuan yang dimiliki sesorang kepala sekolah untuk memengaruhi semua komponen sekolah, (guru, murid, dan staf), agar dapat bekerja sama dan perbuatan bersama dalam mencapai visi, misi dan tujuan sekolah (Wahjosumidjo, 2002:p.26). Kepala Sekolah sebagai pemimpin harus mampu: 8

a. Mendorong lahirnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri guru, staf’ dan siswa dalam melaksanakan tugas.
b. Memberikan bimbingan dan maengarahkan guru, staf, dan siswa serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan (Koontz, 1980:p.662).
Kemampuan kepala sekolah dalam membangun motivasi yang baik akan membangun produktivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Melalui motivasi yang tinggi, dukungan kemampuan guru, dan karyawan yang memadai akan memacu kerja lembaga secara keseluruhan. Kemampuan membangun dan memotivasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan performa dan produktivitas kerja (Hasan, 2014:p.25).  

2.1.2. Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah
Berdasarkan Permendiknas No.13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah terhadap kualifikasi secara umum dan khusus. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah adalah:
1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
2. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 Tahun;
3. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 Tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalam mengajar sekurang-kurangnya 3 Tahun di TK/RA; dan
4. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III-c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan pengangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA-MA) adalah:
1. Bersetatus sebagai guru SMA-MA;
2. Memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SMA/MA;
3. Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah:
1. Bersetatus sebagai guru SMK/MAK;
2. Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah (Depdiknas, 2007).
Selain kualifikasi yang harus dimiliki kepala sekolah, diperlukan juga beberapa kompetensi yang menjadi dasar agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Berdasarkan pemendiknas No13 tahun 2007 tentang standar Kepala Sekolah, kompetensi yang harus dimiliki sebagai kepala sekolah meliputi, kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial.
1.	Kepribadian
1) Berahlak mulia, dapat mengembangkan tradisi akhlah mulia dan menjadi teladan bagi komunitas disekolah;
2) Memiliki integritas keperibadian sebagai pemimpin;
3) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah;
4) Bersikap terbukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
5) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah;
6) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan (Mendiknas, 2007).
2.	Manajerial
1) Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan;
2) Mengembangkan organisasi sekolah  sesuai kebutuhan;
3) Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
4) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagai pemebelajaran peserta didik;
6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
7) Mengelola sarana dan perasaranan;
8) Menegelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah;
9) Mengelolal perserta didik dalam penerimaan peserta didik baru, penempatan, dan pengembangan kapasitas peserta didik;
10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
11) Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan perinsip pengelolaan yang akuntable, transparan dan efesien;
12) Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;
13) Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik disekolah;
14) Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyususnan program dan pengambilan keputusan;
15) Memanfaaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah;
16) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yag tepat serta merencanakan tidak lanjut (Depiknas, 2007).
3.     Kewirausahaan
1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah;
2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasiklan sekolah sebagai organisasi yang efektif;
3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin kepala sekolah;
4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi yang terbaik;
5) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik (Depdiknas, 2007).
4.	Supervisi
1) Merencanakan program  supervisi  akademik  dalam rangka peningkatan professionalisme guru;
2) Melakukan supervise akademik terhadap guru dengan teknik supervise yang tepat;
3) Menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru (Depdiknas, 2007).
5.	Sosial
1) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah;
2) Berpatisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
3) Memilkik kepekaan sosial terhadap  orang  atau  kelompok lain (Depdiknas, 2007).
Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah sangat penting dan menunjang dalam pelaksanaan tugas kepala sekolah. Kepala sekolah akan dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

2.1.3. Tugas  dan Fungsi Kepala Sekolah
Menurut Mulyasa bahwa tugas dan fungsi kepala sekolah terdiri dari kepala sekolah sebagai pendidik (edukator), kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah sebagai inovator, kepala sebagai motivator.
1.	Kepala sekolah sebgai edukator (pendidik)
Kepala sekolah sebgaia edukator harus memiliki stategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah. Meciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kerja kependidikan serta melaksanakan model pembelajara yang menarik. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukan komitmen tinggi dan focus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar disekolah tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar pra guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya sehingga kegiatan	belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 
2.	Kepala sekolah sebagai manjer
Salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan pemeliharan dan pengembangan profesi para guru. Kepala sekolah harus dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.
3.	Kepala sekolah sebagai administrator
Sebagai seorang administrator kepala sekolah harus mampu mengusai dan melaksanakan tigas-tugas membuat perencanaan, seperti menyusun program tahunan yang mencakup program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, menyediakan sarana dan prasaran yang diperlukan. Perencanaan ini dituangkan dalam rencana tahunan sekolah yang kemudian dijabarkan dalam program semester Kepala sekolah sebagaai supervisor.
4.	Kepala sekolah sebagai leader
Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas dan kepala sekolah dapat menerapkan gaya kepemimpinana secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisis dan kebutuhan yang ada. 
5.    Kepala sekolah sebagai innovator
Sebagai innovator kepala sekolah harus memiliki strategi yang baik dan tepat untuk menjalani hubungan yang baik harmonis dengan lingkungan mencari gagasan baru mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah	 dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai innovator akan tercemin dari cara melakukan pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptable dan fleksibel. 
6.    Kepala sekolah sebagai motivator
Sebagai seorang motivator kepala sekolah harus mampu memberikan dorongan kepada seluruh guru atau pegawai agar aktif dan mampu menjalankan pekerjaan  sesuai dengan metode dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan motivasi ini seorang guru atau pegawai akan merasa mendapatkan dorongan atau semangat (Mulyasa, 2011:p27).
Menurut Made posisi kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai posisi berikut:
1. Kepala sekolah sebagai manajer, manajemen merupakan suatu proses dari merencanakan, menegosiasikan, menggerakan, mengendalikan untuk mencapai suatu tujuan. Agar kelapa sekola dapat menyelesaikan masalah yag terjadai di sekolah maupun di luar sekolah;
2. Kepala sekolah sebagai administrator, posisi kepala sekolah menjadai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas pengelolaan pendidikan dan pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan hubungan dengan masyarakat, prasarana dan sarana;
3. Kepala sekolah sebagai motor hubungan sekolah denga masyarakat, kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam penanggungjawaban tertinggi di sekolah dalam memajukan kerja sama antara pihak sekolah dengan masyarakat. Karena kepala sekolah yang paling berkepentingan dan yang paling tahu dengan masalah-masalah yang di hadapi oleh sekolah;
4. Kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala sekolah harus dapat memengaruhi orang lain agar yang dipengaruhi dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah dalam pelaksanan tugas sebagai pemimpin perlu memperhatikan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan baik (Made, 2011:p.96).
Menurut Made bahwa seorang pemimpin dikatakan efektif bila dapat berkomunikasi efektif, memiliki kepribadian, memiliki keteladanan, memiliki tindakan, dan mempasilitasi (Made, 2011, p3-4). Menurut Wahjosumidjo (2013:p.84) menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai manajer adalah kunci dari keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dari pengertian kepala sekolah sebagai proses, pendayagunaan seluruh sumber organisasi dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
	Menurut Made bahwa yang perlu diperhatikan dan dikembangkan pada diri setiap guru oleh kepala sekolah sebagai supervisor adalah kepribadian, proses pembelajaran, peningkatan profesi secara kontinu, penguasaan materi pembelajaran, keragaman kemampuan guru, keragaman daerah, dan kemampuan guru dalam bekerja dengan masyarakat (Made, 2011:p.5). Karyawan atau guru sangat membutuhkan motivasi dalam bekerja dari atasan agar mampu mendorong dan meningkatkan gairah bekerja. Kepala sekolah sebagai pemimpin bagi guru harus mampu memberikan motivasi agar guru bersemangat untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 
Menurut Rivai (2003:p.51) menyatakan bahwa kepala sekolah perlu menjalankan fungsi kepemimpinan secara operasional sesuai dengan kelembagaan, sehingga kepala sekolah perlu menjalankan fungsi berikut:
1. Fungsi intruksi, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menetukan apa, bagaimana bilamana dan dimana perintah dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif;
2. Fungsi konsultasi, fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan pemimpin memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan  berkonsultasi dengan cara orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai baha informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Konsultasi ini dilakukan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan;
3. Fungsi partisipasi, melalui fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya;
4. Fungsi delegasi, fungsi ini memberikan pelimpahan wewenang membuat dan menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Pelaksanaan pelimpahan wewenang membuat keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin;
5. Fungsi pengendalian, fungsi ini menekankan bahwa kepemimpinan yang sukses mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan terkoordinasi dengan efektif sehingga tercipta tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. 

2.1.4. Kepemimpinan Sekolah Yang Efektif
Kesuksesan dan kegagalan suatu organisasi selalu dikaitkan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam peningkatan kinerja merupakan salah satu faktor keberhasilan dan keberlangsungan organisasi adalah kuat tidaknya peranan kepemimpinan dalam kaitannya dengan peran kepala sekolah yang meliputi dengan pengembangan guru, staf, siswa, dan orangtua dan stakholder. Kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pemimpin, karena pemimpin merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan dicapai.
Berdasarkan banyak hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat dalam setiap organisasi merupakan faktor yang berhubungan dengan produktivitas dan efektivitas organisasi. Menurut Sutermeister (1985:p.44) mengemukakan ada beberapa faktor determinan terhadap produktivitas kerja antara lain: iklim kepemimpinan (leadership elimate, tipe kepemimpinan (type of leadership), dan pemimpin (leaders). Sedangkan menurut Sagir (1985:p.12) ada enam faktor yang turut menentukan tingkat produktivitas, yaitu: pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim kerja, derajat kesehatan, dan tingkat upah minimal.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja demi mencapai tujuan. Peranan  gaya kepemimpinan kaitannya dengan meningkatkan kinerja pegawai, bahwa setiap pemimpin bertanggungjawab mengarahkan apa yang baik bagi pegawainya dan pemimpin sendiri harus berbuat baik. Pemimpin harus menjadi contoh, sabar, dan penuh pengertian serta tegas dalam mengambil keputusan. Fungsi pemimpin hendaknya diartikan seperti motto Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (di depan menjadi teladan, di tengah membina kemauan, di belakang menjadi pendorong/memberdaya).
Karakteristik tertentu yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan kependidikan yaitu pemimpin transformasional di samping efektifitas kinerja. Pemimpin transformasional lebih berpijak pada unsur-unsur humanistik yang berupa pemberdayaan pada para pengikutnya serta memiliki keahlian dalam memajukan organisasi. Kepekaan kecerdasan emosional merupakan bagian dari keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi. Landasan-landasan moral juga merupakan dasar yang membangun interaksi yang baik antar personil yang berada dalam organisasi. Karakteristik yang harus dimiliki pemimpin yang bercorak transformasional tersebut adalah rasa yang kuat terhadap tujuan moral, mengerti terhadap dinamika perubahan, kecerdasan emosional yang membangun hubungan mereka, komitmen terhadap pengembangan dan sharing ilmu pengetahuan, dan kemampuan untuk mengadakan pembinaan hubungan.
Menurut Arief Rachman, bahwa kriteria pemimpin sekolah yang baik memiliki tiga kriteria yang disingkat 3A, yaitu Accountable (dapat diandalkan) adalah pemimpin andalan yang mampu bertanggungjawab dan dipercaya atas segala urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Acceptable (dapat diterima) adalah pemimpin yang kompeten di bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Available (dapat hadir saat diperlukan) adalah pemimpin yang mudah ditemui oleh setiap unsur yang terkait dengan sekolah yang dipimpinnya. Kinerja kepemimpinan kepala sekolah kaitannya dengan MBS adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam MBS dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif;
2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan;
4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah;
5. Bekerja dengan tim manajemen, dan
6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
Menurut Reinhartz dan Beach (2004) mengatakan ciri-ciri kepemimpinan efektif kepala sekolah di abad 21:
1. Kepemimpinan yang jujur, membela kebenaran, dan dan memiliki nila-nilai utama;
2. Kepemimpinan yang mau dan mampu mendengarkan suara guru, tenaga kependidikan, siswa, guru, orangtua, dan anggota komite sekolah;
3. Kepemimpinan yang menciptakan visi yang realistis sebagai milik bersama;
4. Kepemimpinan yang percaya berdasarkan data yang dapat dipercaya;
5. Kepemimpinan yang dimulai dengan introspeksi dan refleksi terhadap sendiri dahulu;
6. Kepemimpinan yang memberdayakan dirinya dan stafnya serta mau berbagi informasi;
7. Kepemimpinan yang melibatkan semua sumber daya manusia di sekolah, mengatasi hambatan-hambatan untuk berubah baik secara personal maupun organisasional.
Sebagai upaya menyukseskan kepemimpinannya kepala sekolah harus memiliki tiga macam keterampilan (Pirdata, 2011:p.16) yaitu keterampilan konseptual adalah keterampilan untuk memahami dan mengoperasikan organisasi, keterampilan manusiawi adalah keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi, dan memimpin, serta keterampilan teknik, adalah keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.
Menurut Mulyasa mengutip pendapat (Greenfield, 1987), bahwa secara umum indikator kepala sekolah efektif dapat diamati dari tiga hal pokok diantaranya:
1. Komitmen terhadap visi sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah;
3. Senantiasa menfokuskan kegiatannya terhadap pembelajaran dan kinerja guru di kelas.
Sejalan dengan uraian tersebut di atas, menurut Martin and Millower (2001), Willower and Kmetz (2007) berdasarkan hasil kajiannya mengemukakan indikator kepala sekolah yang efektif sebagai berikut:
1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkannya;
2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah;
3. Senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas serta memberikan umpan balik (feedback) yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran;
4. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisian dan merancang prosedur untuk meminimalisir stes dan konflik negatif;
5. Medayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel;
6. Memantau kemajuan peserta didik baik secara individu maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanan pembelajaran.
7. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan.

Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpin yang profesional harus memiliki sejumlah kompetensi. Bedasarkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 mengenai Standar Kompetensi Kepala Sekolah dikatakan bahwa kompetensi kepala sekolah terdiri dari kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 
Menurut Burhanuddin (2004) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kulitas kepemimpinan kepala sekolah terdapat empat kategori pokok yang berhubungan dengan interdependen yang perlu dikembangkan kepala sekolah untuk mendukung efektifitas kepemimpinannya yaitu:
1. Kepribadian (personality), dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan kepribadian atau karakteristik yang positif untuk mendukung keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinnnya, antara lain: ramah, periang, bersemangat, berani, murah hati, spontan, percaya diri, memiliki mentalitas kuat, dan kepekaan sosial yang tinggi;
2. Pemahaman dan penguasaan terhadap tujuan-tujuan pendidikan (purposes). Kepala sekolah harus memiliki pemahaman dan wawasan yang luas dalam mengembangkan sekolah, merumuskan program-program sekolah dengan melibatkan semua stakeholder untuk secara bersama mewujudkan tujuan sekolah;
3. Pengetahuan (knowledge), kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan maupun penguasaan teknologi dan seni terutama yang berkaitan dengan pembelajaran;
4. Ketrampilan profesional, kepala sekolah harus meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan-ketrampilan profesional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Bidang ketrampilan profesional yang harus dimiliki kepala sekolah, yaitu ketrampilan teknis (technical skill), terkait dengan kemampuan menggunakan metode atau teknik tertentu dalam tugas yang spesifik, ketrampilan manusiawi (human skill) yaitu kepala sekolah harus mampu bekerja sama dengan orang lain secara efektif dan berusaha membangun kerja sama yang baik di lingkungan sekolah yang dipimpinnya, ketrampilan konseptual (conceptual skill) yaitu kepala sekolah harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam aktivitas berpikir dalam menganalisis persoalan, memutuskan dan memecahkan masalah, serta menciptakan gagasan-gagasan penting untuk kemajuan sekolah yang dipimpinnya.
Menurut Wahjosumidjo (2002) mengutip pendapat Ulricht dan Wieland dalam bukunya Organizational Theory and Design, mengatakan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang selalu menghindarkan diri dari perilaku pemimpin yang opportunism artinya seorang pemimpin yang semata-mata hendak mencari keuntungan untuk diri sendiri dan kesempatan yang ada.
Kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah sebenarnya tidak lain adalah merupakan penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah secara utuh. Kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah cukup penting untuk dikembangkan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah menjadi lebih baik memerlukan usaha yang tidak hanya mengandalkan kemampuan personal saja, tetapi harus melibatkan orang lain atau stakeholder.
Berdasarkan hasil kajian pada berbagai sekolah unggulan yang telah sukses mengembangkan program-programnya, Menurut Mulyasa (2012) mengemukakan indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif, sebagai berikut:
1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkannya;
2. Memiliki harapan yang tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah;
3. Senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran serta memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran;
4. Mendorong pemanfaatan waktu secara efektif dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres dan konflik negatif;
5. Mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel;
6. Memantau kemajuan peserta didik secara individual maupun kelompok serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran;
7. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan.
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan membangun sekolah efektif artinya merumuskan apa yang harus dicapai dan apa yang harus dikerjakan. Sekolah dikatakan efektif apabila terdapat hubungan yang kuat antara apa yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil yang telah dicapai. Pencapaian sekolah efektif dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan menggerakkan semua sumber daya yang ada dan melakukan pengelolaan dengan menggunakan standar yang baik, transparan, resposibel, dan akuntabel yang diarahkan untuk tercapainya visi dan misi sekolah. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menyebutkan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki kualitas atau mutu yang dapat dilihat dari input, proses, dan output. 

2.2.  Peningkatan Mutu Pendidikan 
2.2.1.  Pengertian Mutu Pendidikan
Mutu pendidikan terkait dengan input, proses, dan output dengan demikian mutu pendidikan adalah kebermutuan dari berbagai layanan institusi pendidikan kepada siswa maupun staf pengajar untuk terjadinya proses pendidikan yang bermutu sehingga akan menghasilkan lulusan dengan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk terjun kelingkungan masyarakat. Mutu pendidikan dapat dilihat dari lima macam penilaian yaitu prestasi siswa yang dihubungkan dengan norma nasional dan agama dengan menggunakan sekala nila. Prestasi siswa yang berhubungan dengan kemampuan, kualitas belajar mengajar, kualitas mengajar, dan kinerja sekolah (Zazin, 2011:p.63).

2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidikan
Peningkatan mutu sekolah perlu ditetapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing sekolah melalui pemberian kewenangan dalam mengelola sekolah sesuai core value yang dikembangkan oleh sekolah sehingga akan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus peningkatan mutu pendidikan memiliki tujuan untuk (Sagala, 2011:p.99):
1. Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola memanfaatkan dan memebrdayakan sumber daya yang tersedia;
2. Meningkatkan keperdulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilna keputusan bersama;
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk meningatkan mutu sekolah;
4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Berdasarkan PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 No.19 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Prim, 2013).
Terkait dengan mutu menimbulkan banyak masalah dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan guru, serta profesionalisme, dan kinerja guru. Mutu terkait dengan manajerial para pemimpin pendidikan, media sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan.  Mutu pendidikan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak bisa melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studi pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja atau tidak diterma di dunia kerja, diterima kerja tapi tidak berprestasi, tidak mengikuti perkembangan masyarakat, tidak prodiktif dan akan menjadi beban masyarakat sehingga menambah biaya kehidupan, dan kesejaterahan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat (Sukmadinata, 2006:p.8).
Peningkatan efektivitas sekolah memerlukan proses pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah sehingga penilaian efektivitas sekolah meliputi input, proses, dan output.
1. Input pendidikan meliputi kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia dan siap, staf yang berkompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan atau lembaga, dan mampu menginput manajemen;
2. Proses, sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik proses seperti, proses belajar mengajar dengan efektivitas tinggi, kempimpinan yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah yang memiliki budaya mutu, sekolah memiliki kemandirian, sekolah memiliki keterbukaan manajemen, sekolah memiliki kemauan untuk berubah, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, mempunyai komunikasi yang baik, dan sekolah memiliki akuntabilitas;
3. Output yang diharapkan adalah prestasi siswa yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output mempunyai prestasi akademik berupa nilai SKHU yang tinggi, lomba karya ilmiah, dan prestasi non akademik salah satunya seperti akhlakul karimah (Zazin, 2011:p.167-168).
Pelaksanaan program mutu memerlukan beberpa dasar yang kuat, seperti:
1. Komitmen pada perubahan. Pemimpin atau kelompok yang harus menerapkan program mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Pada intinya, peningkatan mutu adalah melakukan perubahan kearah lebih baik dan lebih berbobot;
2. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada banyak kegagalan dalam melaksanakan perubahan karena melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu jelas;
3. Mempunyai visi yang jelas untuk masa depan yang akan dilakukan berdasarkan visi tentang perkembangan, tantangan kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Visi dapat menjadi pedoman yang akan membimbing tim dalam perjalanan pelaksanaan program mutu (Zazin, 2011:p.160);

4. Mempunyai rencana yang jelas. Mengacu pada visi sebuah tim menyusun rencana dengan jelas dan menjadi pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu (Sukmadinata, 2006).
Prinsip-prinsip penting dalam menerapkan program mutu pendidikan adalah:
1. Peningkatan mutu pendidikan menurut kepemimpinan professional dalam bidang pendidikan. Manajemen pendidikan mutu merupakan alat yang dapat digunakan oleh profesionl pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan;
2. Kesulitan yang dihadapi professional adalah pendidikan ketidak mampuan mereka dalam mengahadapi kegagalan sistem yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada (Sukmadinata, 2006:p.8-9);
3. Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para professional pendidikan harus membantu para siwa dalam mengembangkan kemampuan yang dibuthkan guna bersaing didunia global(Sukmadinata, 2006:p.8-9);
4. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor diknas, mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, team, work, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi (Sukmadinata, 2006:p.8-9);
5. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka enemukan daa baru untuk memperbaiaki efesiensi, produktivits dan kualitas layanan pendidika. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. demikian juga staf adiministras, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru (Sukmadinata, 2006:p.10);
6. Banyak profesional guru dibidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam meyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketajutan terhadap perubahan atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidak tahuan bagaiman mengatasi tuntutan baru (Sukmadinata, 2006:p.10);
7. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi butuh penyesuaian dan penyempurnaan budaya lingkungan dan proses kerja tiap organisasi yang berbeda. Para professional pendidikan harus dibekali oleh materi yang khusus dirancang menunjang pendidikan;
8. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem, pengukuran. Melalui sistem pengukuran memungkinkan para professional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendominasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua, maupun masyarakat;
9. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhi diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat” peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program singkat (Sukmadinata, 2006:p.11).

2.2.3.  Standar Mutu Pendidikan
Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa  standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang  mencakup sikap, pengetahuan,  dan keterampilan.
1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan;
2. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan ,keperibadian ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan yang lebih lanjut;
3. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, keperibadian, ahlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya;
4. Standar kompetensi lulusam pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berahlak mulia, memiliki pengetahuan, mengembangkan serta menerapkan ilmu teknologi dan seni yang bermanfaat bagi manusia.
5. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan mentri sedangkan standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
	Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:
1. Standar isi, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kaleneder pendidikan /akademik;
2. Standar proses, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, da perkembangan peserta didik (Permendiknas, 2006);
3. Standar kompetensis lulusan, standar kompetensis lulusan digunakan sebagai pendoman penilaian dalam penetuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensis lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah (Uhar, 2013:p.279);
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaraan, sehat jasmani dan rohani, serta menguasai kurikulum pendidikan nasional. Tingkat pendidik minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dibuktikan ijazah atau setifikat keahliah yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Standar sarana dan prasarana, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media gambar, buku dan sumber belajar lainnya, serta pelengkap lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembeljaran yang terartur dan berkelanjutan. Satuan pendidikan wajib memiliki  prasarana yang meliputi: kelas, ruangan pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel bekerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Uhar, 2013:p.279);
6. Standar pengelolaan, jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditujukan dengan kemandirian kemitraan partisipasi keterbukan dan akuntabilitas;
7. Standar pembiayaan, pembiayaan pendidikan pada jenjang terdiri atas biaya investasi, biaya oprasional, dan biaya personal;
8. Standar penilaian, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian belajar oleh pemerintah (Uhar, 2013:p.208-282).
		Berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 4 dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang jadi acuan dalam membangun dan meningkatan kualitas pendidikan, delapan standar yang menjadi acuan tersebut adalah:

1. Standar isi yang mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai konpetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kaleder pendidikan atau akademik(Udang-Undang RI, 2005);
2. Standar proses, standar proses mengacu pada proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang mengutamakan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bekat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik;
3. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah pedoman penilaian dalam penetuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agar pembeljaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus di penuhi oleh seorang pendidik yang dibuktukan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompeten keperibadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial;
5. Standar sarana perasarana setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang meliputi lahan, kelas, ruang, pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, intalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang   proses pembelajaran yang teraturan dan berkelanjutan (Undang-Undang RI No. 14, 2005);
6. Standar pengelolan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandiria, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Penegelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi pengguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku memberikan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, oprasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya diaur oleh masing-masing perguruan tinggi;
7. Standar pembiayaan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya oprasi, dan biaya personal;
8. Standar penilaian pendidikan.  Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilai hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang RI 20, 2003).

2.2.4. Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatan Mutu Pendidikan
Peranan pemimpin dalam peningkaan mutu pendidikan terkait dengan input, proses, output dam outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu apabilah siap berproses sesuai dengan standar minimal nasional dalam bidang pendidikan. Proses pendidikan dapat dinyatakan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga tujuan pendidikan bias tercapai dengan baik. Output dinyatakan apabila hasil belajar yang dicapai oleh perserta didik baik dalam bidang akademik dan non akademik tinggi. Outcome dinyatakn bermutu apabila kelulusan cepat terserap dalam dunia pendidikan kerja maupun lembaga-lembaga yang membantu lulusan tersebut dan stakeholder merasa puasa terhadap lulusan dari lembaga pendidikan (Prim, 2013:p.135). Langkah-langkah proses peningkatan mutu meliputi, prencanaan (planning), organisasi (organizing), pengendalian (controlling), peningkatan (improvement). Depdikbud mengedepankan empat teknik manajemen peningkatan mutu yaitu: School review, Bechmarking, Quality Assurance, Quality Control (Prim, 2013:p.136). 
Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dalam usaha pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui:
1. Kepemimpinan sekolah yang positif dan kuat. Kepemimpianan sebagai directive (memberi pengarahan), collaborative (penuh kerjasama), dan nondirective (memberi kebebasaan). Ketetapan penerapan gaya dan orientasi kepemimpinan di sekolah sangat berpengaruh terhadap efektifitas sekolah yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan disekolah.
2. Harapan yang tinggi tantangan daya berfikir siswa. Mutu pendidikan dapat diperoleh jika harapan yang ditetapkan kepada peserta didik memberikan tantangan kepada peserta didik untuk berkompetensi mencapai tujuan pendidikan. Harapan yang tinggi, bukan harapan yang muluk dan sulit dicapai oleh siswa tetapi harapan yang tinggi untuk meraih prestasi bagi peserta didik dan guru (Mujiono, 2002:p.124);
3. Monitor terhadap kemajuan siswa. Aspek monitor menjadi penting karena keberhasilan siswa disekolah tidak akan terekam dengan baik tanpa adanya aktivitas monitoring secara kontinu. Monitoring berharap dan pemberian balikan akan meningkatankan mutu pendidikan anak. Disinilah program perbaikan dan pengayaan bisa diterapkan;
4. Tanggung jawab siswa dan keterlibatan dalam kehidupan disekolah. Pendidikan akan berkualitas jika menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, disiplin, kreatif, dan terampil. Aktivitas organisasi siswa di sekolah perlu digalakan. Siswa dilatih untuk bertanggung jawab atas tugasnya sebagai siswa, dan berani menanggung resiko atas perbuatannya (Mujiono, 2002:p.126);
5. Insentif dan hadiah. Penerapan pendidikan yang memberikan insentif atau hadiah bagi keberhasilan pendidikan akan meningkatkan usaha belajar siswa (Mujiono, 2002:p.126);
6. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan sekolah, faktor ini telah menjadi realitasi tanggung jawab pendidik, namun sebagai faktor ini telah meningkatkan mutu pendidikan jika dirancang secara struktur dan peran aktifnya tanpa secara nyata. Hal ini menuntut kedewasaan kedua belah pihak;
7. Perencanaan dan pendekatan yang konsisten. Kualitas pendidikan akan meningkat jika semua aktivitas pendidikan direncanakan dengan baik dan menggunakan pendekatan yang tepat dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Peranan dan pendekatan dilakukan berdasarkan kajian ilmiah terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekolah (Mujiono, 2002:p.120).
Mutu pendidikan disekolah memiliki beberapa prinsip dalam konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MBS) seperti berikut: 
1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan dengan dewan sekolah/madrasah yang melibatkan konstituen sekolah akan menumbuhkan rasa memiliki bagi konstituen;
2. Otoritas didelegasikan dari sekolah “the school to the central administration to the shool building to the site council’;
3. Implementasi sistem pembuatan keputusan tersesentralisasi dan akan mendatangkan sumber pembiayaan secara signifikan (Prim, 2013:p.127).
Menurut Zamroni (2013:p.157) menyatakan ada beberapa kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain perubahan cara pandang (mind setting) baik bagi kepal sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Zamroni memaparkan tentang strategi dalam meningktkan mutu pendidikan yaitu melakukan school review: menyusun visi, misi, strategi dan program kerja; menetukan benchmarking; memperluas kepemimpinan partisipatif; melakukan intervensi pada bagian level guru; memobilisasi sumber dana; melakukan monitoring dan evaluasi; 
Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dalam usaha pembangunan sumber daya manusia terkait dengan faktor-faktor berikut:  
1. Kepemimpinan yang positif dan kuat;
2. Harapan yang tinggi tantangan bagi berpikir siswa;
3. Monitoring terhadap kemajuan siswa; 
4. Tanggung jawab siswa dan keterlibatannya dalam kehidupan sekolah;
5. Keterlibatan orang tua dengan kehidupan sekolah;
6. Perencanan dan pendekatan (Made, 2011).
Menurut Zazin mutu pendidikan dapat dilihat dari lima macam penilaian yaitu:
1. Prestasi siswa yang berhubungan dengan norma nasional dan agama dengan berdasarkan skala nilai;
2. Prestasi siswa yang berhubungan dengan kemampuan;
3. Kualitas belajar mengajar;
4. Kualitas ajar;
5. Kinerja sekolah;
Peningkatan mutu pendidikan disetiap institusi memerlukan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pendidikan baik pelanggan internal maupun eksternal, yakni staf, guru, siswa, orang tua dan masyarakat (Zazin, 2011:p.65).
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2.3.1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah
Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah menurut Dirjen Dikdasmen (2001:p.2) bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan, yang ditandai adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, dalam rangka Kebijakan Pendidikan Nasional.

Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. (Departemen Agama, 2002:p.2).
Menurut Mulyasa manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan (Mulyasa, 2011:p.24).
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan model pengelolaan pendidikan yang ditandai dengan otonomi sekolah untuk mengambil keputusan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah serta pelibatan komite dan adanya respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.
Manajemen berbasis sekolah merupakan strategi mewujudkan sekolah efektif dan produktif. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada sekolah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan (Mulyasa, 2011:p.33). 
Menurut Mulyasa (2007:p.35) manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik berikut:
1. Pemberian Otonomi  Luas Kepada Sekolah
Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik sesuai tuntutan masyarakat.
2. Partisipasi   Masyarakat   dan Orang Tua
Dalam Manajemen Berbasis Sekolah, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi.
Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Masyarakat dan orang tua menjalin kerja sama untuk membantu sekolah sebagai nara sumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
3.    Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional
Manajemen Berbasis Sekolah dalam pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.
4.    Team Work Yang Kompak dan Transparan
Manajemen Berbasis Sekolah dalam pelaksanan peningkatan keberhasilan program-program sekolah harus didukung oleh kinerja team work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah merupakan hasil sinergi dari kolaborasi tim yang kompak dan transparan.
Menurut Mulyasa (2011:p.25) manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro maupun mikro.
Manajemen Berbasis Sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.
Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disinsentif. Sedangkan secara leksikal, Nurkolis, (2003:p.1) menyatakan Manajemen Berbasis Sekolah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen merupakan proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah merupakan lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.
Menurut Myers dan Stonehill (Nurkolis, 2003:p.3) Manajemen Berbasis Sekolah adalah strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual.
Selain itu, Menurut Nurkolis (2003:p.9) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyebut Manajemen Berbasis Sekolah dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah diartikan sebagai model manajemen yang memberi otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
Sesuai dengan pendapat di atas, Menurut Mulyasa (2002:p.24) Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberi otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
Berdasarkan uraian pengertian Manajemen Berbasis Sekolah di atas, Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
Secara lebih rinci, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar memvisualisasikan pengertian Manajemen Berbasis Sekolah dalam bentuk gambar berikut:
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Gambar 2.1 Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2013:p.8)
Berdasarkan gambar tersebut, dapat diartikan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu bentuk otonomi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan atau sekolah yang berdasarkan pada prinsip kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipatif, efisiensi, dan akuntabilitas. Strategi pembelajaran dalam Manajemen Berbasis Sekolah yang digunakan adalah berpusat pada peserta didik (PAKEM), berbasis TI, dan membentuk karakter. Selain itu, dalam mengelola sekolah diperlukan tata kelola dokumen yang tertib dan sistematis serta kepemimpinan yang efektif.
Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi manajemen keurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah.

2.3.2. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah
Menurut Rohiat (2008:p.55-56) Manajemen Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberi otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Esensi Manajemen Berbasis Sekolah adalah otonomi sekolah, fleksibilitas, dan partisipasi untuk mencapai tujuan mutu skolah.
1. Otonomi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.
2. Fleksibilitas, fleksibilitas adalah keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Keluwesan yang dimaksud harus tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada. 
3. Partisipasi, peningkatan partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, di mana warga sekolah dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan, kerja sama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Keterbukaan/transparansi adalah keterbukaan dalam program dan keuangan, sedangkan kerja sama adalah adanya sikap dan perbuatan kebersamaan/kolektif untuk meningkatkan mutu sekolah. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah, melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Sedangkan demokrasi pendidikan adalah kebebasan yang terlembagakan melalui musyawarah dan mufakat dengan menghargai perbedaan, hak asasi manusia, dan kewajibannya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Berdasarkan   pemaparan   di   atas,   dapat   disimpulkan   bahwa esensi dari manajemen berbasis sekolah adalah otonomi, fleksibilitas, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 

2.3.3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah memiliki beberapa tujuan yang sejalan dengan tujuan manajemen pendidikan. Menurut Mulyasa (2002:p.25) Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan.
1. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat,	dan penyederhanaan birokrasi;
2. Peningkatan mutu antara lain diperoleh melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif dan disinsentif;
3. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Selain tujuan Manajemen Berbasis Sekolah yang telah diungkapkan di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2013:p.10) membagi tujuan Manajemen Berbasis Sekolah menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
1. Tujuan Umum Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan kemandirian sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah;
2. Tujuan Khusus, secara khusus, Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk:
1) Membina dan mengembangkan komponen manajemen dan pembelajaran;
2) Membina  dan   mengembangkan  komponen   manajemen   peserta didik;
3) Membina dan mengembangkan komponen manajemen pendidik dan tenaga kependidikan;
4) Membina dan mengembangkan komponen manajemen sarana dan prasarana;
5) Membina dan mengembangkan komponen manajemen pembiayaan;
6) Membina dan mengembangkan komponen manajemen hubungan sekolah dan masyarakat;
7) Membina  dan  mengembangkan komponen manajemen  budaya dan lingkungan sekolah.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang tujuan Manajemen Berbasis Sekolah yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Manajemen Berbasis Sekolah secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian, mutu sekolah, serta tanggung jawab sekolah terhadap warga sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Secara khusus tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk membina dan mengembangkan komponen manajemen sekolah, yang meliputi kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya sekolah.

 2.3.4.  Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah
Menurut Cheng dalam Nurkolis (2003:p.52) teori yang digunakan Manajemen Berbasis Sekolah untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat prinsip, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia. 
1)    Prinsip Ekuifinalitas (Principal of Equifinality).
Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen Berbasis Sekolah menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing.
2) Prinsip Desentralisasi (Principal of Decentralization)
Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan.
Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Tujuan prinsip desentralisasi   adalah   efisiensi   dalam   pemecahan   masalah bukan meghindari masalah.
3) Prinsip sistem pengelolaan mandiri (Principal of Self-Managing System)
Manajemen Berbasis Sekolah menyadari pentingnya untuk mempersilakan sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri di bawah kebijakannya sendiri. Sekolah memiliki otonomi tertentu untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi masing-masing, karena sekolah dikelola secara mandiri maka mereka lebih memiliki inisiatif dan tanggung jawab. 
4) Prinsip Inisiatif Manusia (Principal of Human Initiative)
Perspektif sumber daya manusia menekankan bahwa orang adalah sumber daya berharga dalam organisasi sehingga poin utama manajemen adalah mengembangkan sumber daya manusia dalam sekolah untuk berinisiatif. Berdasarkan perspektif ini maka Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan unuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya.
Menurut Usman  (2006:p.498) prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah adalah ssebagai berikut:
1. Komite, Kepala Seekolah dan Warga Sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya  menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-Manajemen Berbasis Sekolah;
2. Kesiapan, semua warga sekolah harus siap secara fisik dan mental untuk ber-Manajemen Berbasis Sekolah;
3. Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak;
4. Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif;
5. Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan;
6. Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum;
7. Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki
kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana;
8. Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholders sekolah.
Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2013:p.11-13) menyatakan prinsip MBS meliputi kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipatif, efisiensi, dan akuntabilitas. 
1. Kemandirian, kemandirian berarti kewenangan sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengatur kepentingn warga sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peraturan perundangan. Kemandirian suatu sekolah hendaknya didukung oleh kemampuan sekolah dalam mengambil keputusan, demokratis, mobilisasi sumberdaya, berkomunikasi yang efektif, memecahkan masalah, antisipatif dan adaptif terhadap inovasi pendidikan, sehingga dapat bersinergi, berkolaborasi, dan memenuhi kebutuhan sekolah sendiri;
2. Keadilan, Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah, dan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah;
3. Keterbukaan, pengelolaan sumber daya sekolah dilakukan secara terbuka atau transparan sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah. Hal itu dilakukan agar sekolah memperoleh kepercayaan dari publik. Tumbuhnya kepercayaan publik merupakan langkah awal dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap sekolah;
4. Kemitraan, kemitraan yaitu sekolah menjalin kerja sama dengan masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi, maupun dunia usaha dan dunia industri. Dalam prinsip kemitraan, pihak-pihak yang melakukan kerja sama berada dalam posisi sejajar, artinya saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah;
5. Partisipatif, patisipatif dapat diartikan sebagai keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sekolah serta pengambilan keputusan terbaik. Bentuk partisipasi dapat berupa sumbangan tenaga, dana, dan sarana prasarana, serta bantuan teknis dalam rangka pengembangan sekolah;
6. Efisiensi, efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya, baik dana, sarana prasarana, dan tenaga dengan jumlah tertentu untuk memperoleh hasil seoptimal mungkin. Efisiensi juga berarti hemat terhadap pemakaian sumber daya namun tetap dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah.
7. Akuntabilitas, Akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di sekolah utamanya pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah. Pertanggungjawaban meliputi implementasi proses dan komponen manajemen sekolah. Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis disertai bukti-bukti administratif yang sah dan bukti fisik.
Beberapa prinsip yang telah dikemukakan di atas, merupakan dasar dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. Bila Manajemen Berbasis Sekolah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di suatu sekolah dapat terlaksana dengan baik dan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
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2.4. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan terkait dengan penelitian ini adalah:
1. Mutiara, C. A. H. (2017) melakukan penelitian yang berjudul Peranan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Studi Kasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitul Jannah Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa peran kepala sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan adalah peran kepala sekolah sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pencipta iklim kerja, dan sebagai wirausahawan. 
2. Hadi, L. (2017) melakukan penelitian yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Total Quality Management (TQM) untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Donorojo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat luas dalam mengimplementasikan Total Quality Management (TQM) untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam.
3. Rohman, N. (2017) melakukan peneltian Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Perspektif Manajamen Mutu Terpadu Studi Kasus di SDIT Bumi Kartini Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bawa kepala sekolah memiliki peran penting  dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Perspektif Manajamen Mutu Terpadu.
4. Damayanti. S. (2013), melakukan penelitian tentang Efektivitas Peran dan Fungsi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda Bandar Lampung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam peningkatan mutu pendidikan. 
5. Rosyadi (2015) melakukan penelitian tentang Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP 1 Cilawu Garut. Penelitian ini membahas perencanaan program, pengorganisasian program, penggerakkan, monitoring, dan pengembangan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah memberikan peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan di di SMP 1 Cilawu Garut.

2.5. Posisi Teoritis Penelitian 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutiara (2017) yang membahas mengenai peran kepala sekolah sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pencipta iklim kerja, dan sebagai wirausahawan. Penelitian Hadi (2017) membahas mengenai penerapan sistem TQM oleh kepala sekolah. Penelitian Rohman (2017) membahas perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu. Penelitian Rosyadi (2015) membahas perencanaan program, pengorganisasian program, penggerakkan, monitoring, dan pengembangan budaya. 
Penelitian ini membahas mengenai peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan, kepala sekolah sebagai pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan, faktor pendukung dan penghambat, serta solusi menghadapi faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (2013) tetapi dalam penelitian ini terdapat tambahan variabel fungsi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2.6. Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Nurul Qolby Melalui Manajemen Berbasis Sekolah yang ditinjau melalui peran kepala sekolah berdasarkan aspek kompetensi dan kepemimpinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan?
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